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ABSTRACT

Complete Kelurahan mapping is the goal of the Complete Systematic Land
Registration (PTSL) activity. One of the instruments used in Complete Village
mapping is the administrative boundary of the area. The administrative boundaries
used in the Complete Village mapping are not in accordance with Pemendagri
Number 45 of 2016 concerning Guidelines for Determining and Affirming Village
Boundaries. The existence of inappropriate boundaries and the large number of
available regional administrative boundaries makes the uncertainty of a regional
administrative boundary must be adjusted. In boundary adjustment, the reference
used is the outermost land parcel boundary.

The purpose of the research is to analyze the administrative boundaries of
the region. This research uses Mix Methods with a descriptive approach. This
research method is used to accommodate the formulation of problems obtained to
be analyzed more deeply.

The result of the research is a comparison of administrative boundaries in
the creation of Complete Kelurahan against physical conditions in the field with the
result that there are differences in several parts which result in differences in area.
The use of available administrative boundaries and those with differences then
needs to be reviewed. In addition, the administrative boundaries of the currently
available areas can be said to be inappropriate, such as geokkp boundaries, PBB
maps, RBI maps, and data from the city government. Thus the administrative
boundaries of the declaration results derived from PBT Kelurahan Lengkap can be
a reference as an administrative boundary of the area that is close to the actual

physical conditions of the existing land parcels.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) bertugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang
pertanahan dan tata ruang, serta berperan pada agenda nasional seperti
mendukung program-program pemerintaham. Salah satu bentuk program
strategis nasional yang ada pada Kementerian ATR/BPN yaitu PTSL atau
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 yang menjelaskan Pengertian dari
PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kegiatan atau program
pendaftaran tanah yang pertama kali dilakukan secara serentak pada semua
obyek Pendaftaran Tanah di wilayah Indonesia dalam satu wilayah setingkat,
desa, atau kelurahan. Dilansir dari laman CNN (2022) bahwa sebelumnya telah
dilakukan oleh Sofyan Djalil pada masa jabatannya sehingga untuk saat ini
masih perlu menargetkan atau mensertifikasi sebanyak 126 juta bidang tanah.
PTSL merupakan Program Strategis Nasional dan sektoral Kementerian
ATR/BPN namun dalam pelaksanaannya berbentrokan dengan kepentingan
berbagai pihak termasuk pemerintah desa. Oleh karenanya dibutuhkan
keterlibatan pemerintah desa dalam kegiatan PTSL. Melalui terbitnya Peraturan
Pemerintah No 24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah, Pemerintah berupaya
untuk menyediakan dasar hukum yang kuat sehingga dapat sesuai dengan
pembangunan bagi pelaksanaan administrasi pertanahan, kebutuhan masyarakat,
serta pemberian kepastian hukum kepada masyarakat mengenai hak atas
tanahnya (Irawan Soerodjo, 2003). Dilansir dari laman jatengprov (2020),
terdapat lima desa yang telah memiliki peta batas wilayah desa terbaru, jelas,
dan lengkap yang telah disepakati dalam berita acara, dimana lima desa tersebut
sudah terpetakan per bidangnya. Dengan demikian program PTSL dapat menjadi

acuan dalam penentuan batas wilayah desa.



Batas wilayah sejatinya memiliki nilai strategis yang tinggi sedangkan
batas wilayah administrasi merupakan salah satu komponen penting antara
pembagi kewenangan dan urusan untuk mewujudkan tertib administrasi pada
daerah otonom dan juga desa. Hal tersebut, tidak terbatas hanya sebagai titik
ataupun garis batas yang membatasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Selain itu, garis batas juga berfungsi sebagai pembatas wilayah kekuasaan
pemerintah daerah, untuk perencanaan tata ruang administrasi pertanahan, serta
perizinan pengelolaan sumber daya alam dan menghindari adanya tumpang
tindih pada pengelolaan tata ruang daerah. Maka dari itu garis batas administrasi
wilayah tidak boleh memiliki gap ataupun overilap.

Batas administrasi wilayah desa/kelurahan yang masih terdapat gap dan
overlap dapat menyebabkan permasalahan. Menurut Bashit dkk. (2019) batas
administrasi wilayah mengalami masalah apabila masih terdapat tumpang tindih
antara satu desa dengan desa lainnya. Batas desa yang bermasalah tersebut dapat
menghambat pemerintah desa/kelurahan untuk menjalankan tugas dan
wewenang dalam penataan desa/kelurahan. Tugas dan wewenang tersebut
mencakup pembangunan desa berbasis aset sebagai modal pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan batas administrasi juga dapat berdampak pada belum
jelasnya luas suatu wilayah desa/kelurahan (Asadi, 2016). Dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan terkait
pengalokasiannya dana desa tersebut akan ditentukan berdasarkan luasan suatu
wilayah desa/kelurahan. Oleh sebab itu, permasalahan batas administrasi
tersebut dapat mempengaruhi pembangunan desa.

Sebagian besar pemerintah daerah menyatakan telah memiliki batas
wilayah namun realitanya batas wilayah tersebut masih terdapat ketidakpastian.
Padahal, batas wilayah yang diketahui secara tegas dapat dijadikan keperluan
untuk rekonstruksi batasnya apabila hilang disebabkan oleh bencana alam. Hary

Nugroho (2011) menyatakan bahwa terdapat dua hal yang harus diperhatikan



dalam menentukan batas. Dua hal yang perlu diperhatikan meliputi titik batas
yang ditandai dengan tugu (benchmark) pada lapangan dan garis batas yang
digambarkan pada peta. Selanjutnya, wilayah yang masih belum memiliki garis
batas yang tegas dapat menimbulkan ketidakjelasan pada luas wilayah desa.
Dengan demikian, luas dan tegasnya garis batas wilayah merupakan komponen
penting yang harus segera terselesaikan sebab apabila batasnya masih belum
jelas maka dapat menimbulkan permasalahan dan berpotensi akan terjadinya
konflik horizontal (kepentingan).

Peta Bidang Tanah atau sering disingkat menjadi PBT adalah salah satu
produk hasil dari pengukuran PTSL. PBT merupakan hasil dari pemetaan satu
bidang atau lebih yang dibuat untuk setiap wilayah desa/kelurahan. Fitrianingsih
dkk. (2021) menyatakan bahwa semakin kesini PBT tidak hanya berbatas pada
hasil pemetaan dalam sebuah lembar kertas, melainkan telah ada dokumen
dalam bentuk digital atau elektronik. Datadari hasil pemetaan tersebut dapat
disimpan dalam berbagai macam bentuk format seperti format .cad atau .gis yang
biasanya dapat diolah lagi untuk keperluan lanjutannya seperti pembuatan peta
lainnya.

Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, terdapat delapan kelurahan
yang sudah dideklarasikan menjadi kelurahan lengkap dari 75 kelurahan yang
ada. Adanya hal tersebut berarti bahwa sebagian besar data pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I telah dipastikan lengkap secara spasial maupun
yuridisnya. Kemudian untuk mengoptimalkan basis data dari kegiatan PTSL,
basis data tersebut dapat digunakan untuk wupdating data pertanahan pada
pemerintah daerah dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang
berkepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang timbul akibat batas
administrasi bermasalah. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan penelitian
dengan memanfaatkan peta bidang tanah yang merupakan hasil produk PTSL
untuk menyelesaikan batas administrasi yang bermasalah tersebut. Dengan
demikian, penulis mengangkat judul penelitian “Prospek Pemanfaatan PBT

Hasil Pengukuran PTSL Kelurahan Lengkap Untuk Penegasan Batas



Administrasi Wilayah Kelurahan (Studi di Kelurahan Pakal dan Benowo
Kecamatan Pakal Kota Madya Surabaya)”.

. Rumusan Masalah

Adanya batas wilayah administrasi yang masih terdapat overlap satu
sama lain antar kelurahan dapat menimbulkan suatu permasalahan yang dapat
terjadi dalam proses pemetaan kelurahan lengkap. Hal tersebut dapat terjadi
akibat belum dilakukannya updating pada batas wilayah yang dimiliki kantor
pertanahan atau pembaruan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 45 Tahun 2016. Batas wilayah yang telah memenuhi standar
harus segera ditetapkan dan ditegaskan untuk dituangkan ke dalam surat
keputusan yang diresmikan oleh wali kota/bupati setempat.

Kantor pertanahan berperan penting dalam proses kegiatan penegasan
serta penetapan batas wilayah. Sementara itu, kantor pertanahan juga berperan
menjadi anggota tim dalam kegiatan tersebut. Dalam setiap kegiatan pertanahan,
penggunaan batas wilayah pada batas wilayah yang telah ditetapkan dan
ditegaskan memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat. Berdasarkan hal
tersebut, batas administrasi wilayah pada setiap pelayanan pertanahan dapat
menjadi batasan dalam setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh
pertanahan. Sedangkan, kantor pertanahan yang terlibat dalam tim juga dapat
turut serta dalam melakukan evaluasi pada batas administrasi yang tersedia.
Kemudian, kantor pertanahan juga dimungkinkan mendapatkan hasil penetapan
dan penegasan yang dilakukan tim tersebut pada batas administrasi wilayah
terbaru.

Guna membuktikan pernyataan di atas, maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan batas administrasi wilayah kelurahan yang belum
dilakukan penegasan tanda batas pada kegiatan pendaftaran tanah dapat
berpotensi menimbulkan masalah?

2. Bagaimana penerapan penegasan batas administrasi dengan data bidang BPN
guna menciptakan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kota

Surabaya [?



3. Bagaimana persyaratan dalam menggunakan hasil pengukuran PTSL menjadi

batas administrasi yang dinilai layak dalam pemetaan kelurahan lengkap?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a) Untuk menganalisis batas administrasi wilayah apa yang digunakan dalam
pemetaan kelurahan lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.
b) Untuk mengetahui penerapan PBT produk PTSL dalam penegasan batas
administrasi di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.
¢) Untuk mengetahui faktor dalam penetapan dasar terkait batas wilayah

administrasi yang dinilai layak.

2. Manfaat Penelitian

a) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
terkhusus Kantor Pertanahan. Hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi
pertimbangan dan masukan terkait pemanfaatan PBT sebagai acuan untuk
mengintegrasikan batas administrasi wilayah pada daerah yang telah
dilaksanakan PTSL;

b) Bagi pemerintah desa. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk
memberikan pertimbangan dan masukan dalam menentukan batas
administrasi wilayah melalui PBT hasil pengukuran PTSL,;

c¢) Dari segi akademis, hasil penelitian dapat menjadi sumber literatur bagi
akademisi yang ingin mendalami mengenai pemanfaatan PBT pada

penetapan dan penegasan batas administrasi wilayah.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa macam batas administrasi wilayah yang ada pada
Kelurahan Pakal dan Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya
yang menyebabkan perbedaan bentuk. Perbedaan tersebut dapat
menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut,
penggunaan batas administrasi yang tidak akurat berakibat pada kualitas data
spasial pertanahan. Selain itu, dengan belum ditegaskannya batas
administrasi wilayah dapat menghambat kegiatan pendaftaran tanah karena
pada daerah perbatasan masih ada bidang yang terpotong atau berada di luar
batas administrasi.

2. Pada Peta Bidang Tanah hasil deklarasi Kelurahan Lengkap terdapat bidang-
bidang tanah yang terletak pada wilayah perbatasan administrasi
desa/kelurahan yang dapat memberikan batas administrasi wilayah yang lebih
akurat.

3. Batas Administrasi yang baik merupakan batas administrasi yang sesuai atau
mendekati dengan keadaan di lapangan dan telah disepakati oleh wilayah
yang berbatasan. Apabila batas administrasi yang digunakan sudah baik dapat
memudahkan petugas dalam melakukan pemetaan bidang dalam kegiatan
Kelurahan Lengkap serta memberikan kepastian terhadap bidang tanah di
dalamnya. Apabila batas administrasi wilayah yang digunakan bersumber
dari deklarasi kelurahan lengkap dan telah ditetapkan serta ditegaskan oleh
pemerintah daerah, maka dapat meminimalisir permasalahan yang dapat
terjadi seperti bidang tanah terletak di dua wilayah administrasi dan supaya
tidak terjadi perubahan batas administrasi wilayah setelah deklarasi kelurahan

lengkap.
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B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa
keterbatasan yang nantinya dapat digunakan sebagai saran untuk penelitian yang
akan datang. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan terkait batas
administrasi wilayah sehingga perlu diperbaiki untuk penelitian selanjutnya,
saran tersebut mencakup:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada kelurahan yang masih murni belum
terdapat pemekaran maupun penggabungan, yaitu pada Kelurahan Pakal dan
Kelurahan Benowo sehingga penelitian ini tidak bisa disamaratakan dengan
kelurahan lainnya yang sudah terjadi pemekaran maupun penggabungan.
Diharapkan untuk penelitian yang akan datang untuk dapat mengkaji studi
penelitian kelurahan lain agar dapat menciptakan hasil penelitian baru yang
dapat memperkaya literasi terkait batas administrasi.

2. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis data spasial saja, diharapkan untuk
penelitian yang akan datang dapat meneliti terkait data yuridisnya.

3. Penelitian ini masih menggunakan metode analisis data yang sederhana.
Selanjutnya, perlu terdapat penelitian yang membedakan sampel penelitian
pada daerah yang padat bidang terdaftarnya dan daerah yang belum padat
bidang terdaftarnya. Kemudian dengan menggunakan analisis yang lebih

komprehensif.
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